
65 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis putusan perceraian di pengadilan dan narasumber 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempengaruhi isteri (sebagai 

korban kekerasan dalam rumah tangga) memilih bercerai sebagai jalan keluar 

untuk mengakhiri penderitaannya adalah 

1. ada perasaan tidak tega jika suami di penjara karena bagaimanapun pernah 

saling menyayangi dan hidup bersama dalam waktu yang lama. 

2. adanya perasaan tidak tega jika ayah dari anaknya merupakan narapidana. 

karena bisa memperburuk citra sang anak di depan teman-teman dan 

lingkungan. 

3. adanya perasaan tidak mau repot atau susah payah dalam mengurus 

pemidanaan. Karena selain memakan waktu dan tenaga, juga menyita dana 

yang dimiliki. 

Alasan-alasan itulah yang mendasari sang istri untuk bercerai, jika pun 

sang istri hendak bercerai maka dia tidak dapat melanjutkan proses pidana 

perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan salah satu bukti 

yang diperlukan oleh jaksa untuk menuntut terlapor adalah dengan adanya 

surat nikah. Sedangkan untuk mengeluarkan surat cerai, maka surat nikah 

akan diambil oleh pihak pengadilan agama untuk diganti dengan surat cerai 

dengan demikian jika sang suami akan dipidanakan atas tindakan kekerasan 
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yang sudah dilakukan hanya dapat dengan Pasal penganiayaan yang terdapat 

di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya sanksi yang diberikan 

adalah hukuman percobaan atau paling banyak 9 bulan penjara.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut: Bagi Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga pada umumnya dapat berbagi dengan anggota keluarga, 

teman, atau melapor ke LSM bahkan langsung ke pihak berwajib mengenai 

apa yang sudah dialaminya. Korban dapat bercerita dengan pihak yang 

dianggapnya mampu untuk menjaga dan membantu memecahkan maslah 

yang dihadapi. Bagi Masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan 

diharapkan dapat membantu. Masyarakat mengadakan antar warga untuk 

mengatasi masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di 

lingkungan sekitar, melalui penyuluhan warga. Masyarakat dapat membantu 

korban untuk melaporkan kepada ketua RT dan Polisi. Bagi Instansi Terkait 

seperti LSM, LBH, dan Kepolisian dapat cepat tanggap mengatasi masalah 

korban kekerasan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu korban-korban 

kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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